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TEORI DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN

HAKI DAN PERANAN YAYASAN KARYA CIPTA
INDONESIA DIDALAM PERLINDUNGAN
HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh : Dra. DIAN ESTI NURATI
( Staf Pengajar FISIP )

A. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas
Kekayaan Intelektual (HAKI), yang dalam dunia
internasional dikenal dengan Intellectual Property
Rights (IPR).

Pengaturan tentang Hak Cipta sudah dimulai
sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu dalam
Auterswet 1912. Setelah proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia Auterswet 1912 tersebut tetap
berlaku sampai diundangkannya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Walaupun
demikian Auterswet tersebut hanya merupakan
pajangan pasal-pasal belaka yang tidak dapat
diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

Pengaturan di bidang Hak Cipta pada
dasarnya bertujuan memberikan perlindungan
hukum bagi pencipta atas karya ciptanya.
Perlindungan hukum tersebut diharapkan mampu
memberi rasa aman dan dapat mendorong
kegairahan serta kreativitas para pencipta untuk
terus menerus menghasilkan karyaciptanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut kemudian
keluarlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta. Namun dengan adanya
perkembangan jaman dan perkembangan tehnologi
yang makin pesat serta dalam rangka era globalisasi
maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan
disempurnakan lagi dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1997, dan pada Tahun 2000
Rancangan Undang-undang Hak Cipta yang baru
sedang dibahas di DPR. Hal ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan dengan persetujuan tentang
Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan
Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Right / TRIPs) dan sebagai
konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam
Konvensi Bern.

B. PERANGKATHUKUM DI BIDANG HAK CIPTA

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur
dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
beserta peraturan pelaksanaannya yartu :

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 1986 scbagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Dewan

Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. |

Tahun 1989 tentang Pencrjemahan dan/atau Per-

banyakan Ciptaan untuk Kepentingan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan. Penclitian dan

Pengembangan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan
mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas
Rekaman Suara antara Republik Indonesia
dengan Masyarakat Eropa.

)

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor
38 Tahun 1993 tentang pengesahan Persetujuan
mengenai Perlindungan Hak Cipta antara
Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan
mengenai Perlindungan dan Penegakkan
Hukum Hak Cipta antara Republik Indonesia
dengan Australia.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
mengenai Perlindungan Hak Cipta antara
Republik Indonesia dengan Inggris.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi
Bern (Bern Convention for The Protection of
Literary and Artistic Work).
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8. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor
19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyright Treaty.

9. Peraturan Menteri Kehakiman republik
Indonesia Nomor M.0I.HC.03.01 Tahun 1987
tentang Pendaftaran Ciptaan.

10.Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.04 PW.07.03 Tahun 1988
tentang Penyidik Hak Cipta.

11.Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.01.PW.0703 Tahun 1990
tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana
Hak Cipta.

12.Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991
tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam
Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan
Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

C.JENIS-JENIS CIPTAAN YANG
DILINDUNGI DAN JANGKA WAKTU
PERLINDUNGAN

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu
bahwa hak cipta itu ada sejak ciptaan dituangkan
atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta
dalam bedtuk yang khas dan menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni
dansastra.

Disini perlunya unsur keaslian dari suatu
karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak
cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang
khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan
seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitas
yang bersifat pribadi.

Dalam Undang-undang Hak Cipta, jenis-jenis
ciptaan yang dilindungi meliputi antara lain :

a. Buku, Program Komputer, Pmflet, Susunan
perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, Pidato dan ciptaan lainnya
yang diwujudkan dengan cara diucapkan;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
termasuk karawitan dan rekaman suara.

¢. Drama, Tari (koreografi), pewayangan,
pantomim;

I, Karyapertunjukkan;

g. KaryaSiaran;

h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,
gambar, seni ukir, seni kaligrali, seni pahat. seni
patung, kolase, seni terapan yang berupa seni
kerajinan tangan;

i, Arsitektur;

j. Peta;

k. Seni Batik:

1. Fotograli;

m. Sinematograli;

n. Terjemahan, Tafsir. saduran, buhga rampai. dan
karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Adapun mengenai jangka waktu perlindungan
hak Cipta, pada dasarnya Undang-undang hak cipta
mengenal tiga ketentuan mengenai masa berlaku
Hak Cipta.

Pertama, selama hidup Pencipta ditambah 50
tahun setelah pencipta meninggal dunia. ’

Kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali
diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama
50 tahun ini meliputi ciptaan : Program Komputer,
Sinematografi, Rekaman suara. Karya
pertunjukkan, Karya siaran dan ciptaan yang
dimiliki oleh badan hukum.

Ketiga, selama 25 tahun. Perlindungan
terpendek ini diberikan untuk karya fotograli dan
karya susunan perwajahan karya tulis yang
diterbitkan.

Pendaftaran atas suatu ciptaan itu sendiri,
tidak merupakan kewajiban untuk memperoleh Hak
cipta. Namun demikian dianjurkan kepada Pencipta
dan Pemegang hak Cipta untuk mendaftarkan
ciptaannya, sebab Pendaftran Ciptaan (Sertifikat
Pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan bukti jika
terjadi sengketa di Pengadilan, baik perdata maupun
pidana. Hal ini diperkuat oleh ketentuan pasal 5 ayat
(1) huruf a Undang-undang Hak Cipta yang
menentukan bahwa : “Orang yang namanya
terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan
pengumuman resmi tentang pendaltara pada
Departemen  kehakiman  (sckarang  Departemen
Hukum dan Perundang-undangan), dianggap
scbagai Pencipta”.
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Perlu ditekankan disini bahwa apabila ada
pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah
Pencipta ata pemegang hak Cipta dari suatu ciptaan
maka dialah yang mendapat perlindungan hukum.

Dengan demikian ciptaan yang tidak didaftar
akan lebih sulit dan lebih memakan waktu untuk
pembuktian hak Ciptaanya dari pada ciptaan yang
didaftarkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta hendaknya
sedini mungkin mempersiapkan alat bukti bahwa
dialah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak cipta
dari suatu ciptaan yaitu dengan cara mendaftarkan
ciptaannya.

Mengenai pendaftaran ciptaan ini secara
khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman
RI Nomor M.O1.HC-03.01 tahun 1987. Menurut
Peratuaran Menteri kehakiman tersebut ditentukan
bahwa permohonan pendaftaran ciptaan diajukan
kepada Menteri Kehakiman RI (Menteri Hukum
dan Perundang-undangan) melalui Direktur Hak
Cipta (Direktur Hak Cipta, Topografi Sirkit Terpadu
dan Disain Industri).

D. YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
(YKCI) DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)
adalah suats lembaga nir laba yang dibentuk guna
mengurusi Hak Cipta Pencipta (dalam hal ini perlu
mengkhususkan pada bidang musik / lagu) secara
kolektif. Tahun pertama YKCI mengurusi hak
mengumumkan para pencipta lagu lokal dan asing
sekaligus. Pada tahun 1993 mulai mengembangkan
dirinya dalam mengelola Hak memperbanyak
sebagian Pencipta asing dan tahun 1987 sebagian
pencipta lokal. Royalty yang berhasil dikumpulkan
dari sejak tahun pertama (1991) hingga tahun 1999,
adalah mengenai Hak Mengumumkan dan Hak
Memperbanyak telah memiliki total nilai sebesar
Rp. 19.269.600.000,-

Hingga tahun 1997 angka pengumpulan
sempat naik, dan tahun 1998 angka pengumpulan

menjadi turun, yang disebabkan oleh karena adanya
faktor krisis Ekonomi yang pengaruhnya mulai
terasa pada semester kedua di tahun 1997. terutama
dari segi biaya. Royalty terkumpul oleh KCL
setelah dipotong biaya administrasi, seluruhnya di-
bagi atau didistribusikan kepada para Pencipta KCL.
Hal tersebut dilakukan karena sifat dari yayasan ini
adalah nir laba, artinya tidak ada keuntungan yang
disimpan, walaupun bukan berarti semua tenaga
administrasi bekerja sebagai sukarelawan. melaink-
an tenaga profesional dalam bidang masing-masing.
Setiap tahun pemasukan dan pengeluaran KCI
diperiksa oleh akuntan publik internasional.

E. KESIMPULAN

1. Adanya Undang-undang hak Cipta tclah
memberikan manfaat ekonomis bagi pencipta
(Bidang musik /lagu). walaupun potensinya
pengumpulan royalty masih dapat ditingkatkan
sesuai dengan meningkatnya kecadaran
masyarakat dan perbaikan kinerja
perekonomian secara keseluruhan.

2. Penegakan hukum semakin perlu ditingkatkan
terhadap mereka yang sudah mengerti dan
mampu membayar tetapi masih bersikeras untuk
menghindar.

3. Sistem administrasi kolektil merupakan salah
satu alternatif yang clektif dalam
mengupayakan hak-hak pencipta, walau
adakalanya dalam situasi tertentu mengurus
langsung secara individu lebih menguntungkan.

4. Memberikan manfaat berupa kemudahan bagi
user, agar lerhindar. dari gugatan perdata dan
tuntutan pidana sesuai aturan hukum yang
berlaku dalam UUHC.

5. Merupakan keharusan bagi suatu sistem
administrasi kolektif dalam pengumpulan
royally seperti YKCI, bekerja secara jujur dan
transparan melalui mekanisme kontrol
masyarakat dan pencipta.

Surakarta, 28 Pebruari 2001
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